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KATA PENGANTAR 
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yang terhampar luas ini, sungguh mulia Allah swt. menciptakan alam dan segalah 
isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba 
yang patut kepada_Nya dan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan 
sehingga kita tergolong hamba-hamba yang bersyukur dan termasuk hamba yang 
selamat di dunia dan di akhirat kelak. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan Taslim 
kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad saw yang telah membawah kita 
dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. 
Alhamdulilah dengan limpahan berkah yang diberikan oleh Allah.swt 
sehinnga skrispi yang berjudul, “Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta 
Warisan Dalam Persfektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional” ini dapat 
diselesaikan. 
Penulis sepenuhnya bahwa penulis suatukarya ilmiah bukanlah suatu hal yang 
mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini 
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pengumpulan data sampai pada pengumpulan data maupun dalam tahap penulisan. 
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Timur ini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
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ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
ع „ain  Apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda      . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
ِا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
  
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥahdany  
  Ai a dan i 
 َو fatḥahdanwau Au a dan u 
  
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakatdan 
Huruf 
Nama Hurufdantanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥahdanalifatauy  
    a dangaris di 
atas 
ي Kasrahdany  Ī i dangaris di 
atas 
و ḍammahdanwau ū u dangaris di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
 Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
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يهع : „Ali  bukan „Aliyyatau „Aly  
يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyyatau „Araby  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟arifah . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
 
7. Hamzah. 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
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عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
 FīẒil l al-Qur‟ n 
 Al-Sunnahqabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal , ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 الله هيد dīnull h    الله ابbill h      
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Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fīraḥmatill h 
10. HurufKapital 
 Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR).  
contoh: 
 Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
 Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Far bī 
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 Al-Gaz lī 
 Al-Munqiż min al-Ḋal l 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu  anak dari  dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥ mid Abū  
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahūwata‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihiwasallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
NAMA    :  ARNITA 
NIM     :  10300114089 
  JUDUL       : KEDUDUKAN SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN 
HARTA WARISAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM 
DAN HUKUM NASIOAL 
  
 Judul skripsi ini membahas tentang status wasiat dalam pembagian harta 
warisan dalam persfektif hukum Islam dan hukum nasional. Di sub permaslahan 
yaitu: 1). Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan dalam 
persfektif hukum Islam, 2). Bagaimana kedudukan surat wasiat dalam pembagian 
harta warisan dalam persfektif hukum Nasional.3).Bagaimana pelaksanaan surat 
wasiat dalam persfektif hukum Islam dan hukum Nasioanl. 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan syar‟i. dalam 
mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan atau penelitian pustaka. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian library research yaitu dengan jalan 
membaca literature-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan 
masalah pokok dan sub-sub masalah. 
Hasil peneitian ini menunjukkan bahwa kedudukan surat wasiat baik itu 
dalam hukum Islam maupun hukum Nasional wajib dilaksanakan dalam pembagian 
harta warisan. Dimana wasiat atau surat wasiat berfungsi untuk membersihkan dari 
karat-karat dosa, juga berfungsi sosial, serta merupakan sumber dana untuk 
membantu yang sedang membutuhkan. Olehnya surat wasiat sangat berperan penting 
dalam mengelola harta dan menghindarkan terjadinya saling sengketa di antara para 
ahli waris. Di dalam ketentuan hukum Islam surat wasiat dapat dilaksanakan dengan 
tiga cara yaitu, dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk isyarat 
dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ketat. Sedangkan  berdasarkan 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata surat wasiat dapat dikatakan otentik ketika 
dalam bentuk akta atau tulisan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarat tentang pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta 
warisan agar segala harta kekayaan si peninggal dikelola dan dibagi dengan adil serta 
menghindarkan terjadinya saling sengketa antara ahli waris. Dengan ketentuan rukun 
dan syarat yang ketat surat wasiat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum Islam 
dalam Al-Qur‟an dan Hadist serta dalam Kitab Undang-undan Hukum Perdata. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara 
makhluk-makhluk-Nya. Dengan akal dan pikiran yang di berikan  Tuhan bisa 
mengembangkan segala ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengelola segala 
sumber daya alam agar bisa menjadi kekayaan yang melimpah.  
Allah Swt. memerintahkan untuk tidak memberikan harta benda kepada 
manusia siapa saja yang hanya akan merugikan semua pihak dengan menyia-
menyiakannya nanti. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.  bahwa harta 
seharusnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian manusia 
diciptakan untuk hidup kekal akan tetapi manusia akan meninggalkan dunia dan 
meninggalkan harta benda.
1
 
Oleh karena itu, harta benda yang diberikan Allah Swt. kepada umat manusia, 
selain untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada Yang 
Maha Pemberi, juga sebagai perekat hubungan persaudaraan antar sesama manusia. 
Telah dianjurkan kepada seseorang yang mendapat harta berlebih untuk memberikan 
sebagaian kepada saudaranya yang membutuhkan dengan itu fungsi harta dapat 
dijalankan sebagai alat untuk mewujudkan atau mengukuhkan silaturahmi antara 
sesama anggota masyarakat. 
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Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 1992), h. 234. 
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Salah satu contoh yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan adalah 
masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena Kematian seseorang yang  
meninggalkan harta warisan berakibat timbulnya saling sengketa di kalangan ahli 
waris. Ketentuan dalam pembagian harta warisan mengenai siapa saja yang berhak 
menerima harta warisan dan berapa kadarnya telah diatur secara rapi dalam ilmu 
faraid dan berdasarkan hukum Islam.
2
 
Terjadinya sengketa antara ahli waris biasa dalam berbagai bentuk karena 
harta warisan baru akan dibagi setelah sekian lama pihak yang diwarisi meninggal 
dunia, ada pula yang disebabkan karena kedudukan harta peninggalan itu tidak jelas 
dan ada lagi yang disebabkan karena ada di antara ahli waris yang sengaja 
memanipulasi harta warisan.
3
 
Dengan demikian,  pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang 
lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan 
pembagian warisan yang telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu 
mengaturnya, “Dalam membuat  pesan terakhir dari si pewasiat dalam Islam disebut 
dengan istilah surat wasiat.” 
Wasiat adalah suatu ucapan atau pesan terakhir dari seseorang kepada orang 
lain yang akan dilaksanakan setelah meninggal dunia.
4
 Wasiat juga diartikan sebagai 
pemberian secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah 
                                                           
2
Satria Effendi M. Zein, Problematika  Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: 
Kencana 2010), h. 233. 
3Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 272. 
4A. Assad Yunus,  Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992), h. 
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peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik berupa barang maupun 
manfaat.
5
 
Dasar hukum wasiat banyak dijumpai di dalam ayat Qur’an dan hadits 
Rasulullah SAW, yang menimbulkan persepsi sebagai sesuatu yang diwajiban kepada 
seseorang untuk memenuhi tuntutan ingin berlaku adil terutama kepada kerabatnya 
atau orang lain yang berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang tersebut 
tersisih dari pembagian harta warisan.
6
 
Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya adalah firman Allah Swt. 
QS. Al-Baqarah ayat 180 : 
                                         
         
Terjemahan :  
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik-baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.
7
 
Begitu penting kedudukan wasiat dalam pandangan Islam, sehingga dalam 
sebuah hadis Rasulullah juga mengingatkan, bahwa tidaklah benar atau tidaklah hati-
hati bagi seorang muslim yang hendak mewasiatkan sesuatu yang dibiarkan begitu 
saja, kecuali jika wasiat itu tertulis didekatnya (Terjemah hadis riwayat Bukhari dan 
Muslim).  
                                                           
5H. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2008), h. 214. 
6A. Assad Yunus,  Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992), h. 
175. 
7Kementrian Agama RI;  Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Ponegoro: Al-Hikma, 2013), h. 27. 
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Hadits tersebut memberi petunjuk, agar bilamana seseorang telah memutuskan 
untuk berwasiat, janganlah lalai menuliskannya, karena tidak tahu kapan seseorang 
menemui ajalnya. Kelalaian menuliskan atau memberitahukan keputusan wasiatnya, 
akan berakibat luputnya waktu baginya untuk sesuatu yang amat berharga.
8
 
Berdasarkan sumber hukum wasiat di atas, maka hukum wasiat dapat 
berbeda-beda: 
a. Wajib, jika wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah yang dilalaikan, 
seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji, dan 
sebagainya, atau untuk memenuhi hak-hak sesame manusia yang tidak 
diketahui selain oleh pemberi wasiat sendiri. 
b. Sunnah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat 
menerima warisan atau untuk tujuan social, misalnya berwasiat ke pada 
fakir miskin, anak-anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, memberikan bantuan 
kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-
lembaga social. 
c. Haram, jika wasiat itu suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat 
perjudian, pelacuran, dan sebagainya. 
d. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fisik dan orang ahli 
maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan 
bertambah maksiat. 
                                                           
8Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer  (Jakarta: 
Kencana, 2010), h. 396. 
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e. Mubah, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat atau tentangga atau 
tetangga yang tidak kekurangan harta.
9
 
Masalah wasiat dalam pembagian warisan tidak hanya dijelaskan dalam 
hukum Islam tetapi juga dikenal dalam hukum nasional seperti yang telah ditetapkan 
dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan istilah 
testament.  
Ketentuan surat wasiat (testament) di tetapkan dalam kitab undang-undang 
hukum perdata seperti pasal 875 menyebutkan bahwa segala harta peninggalan 
seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut 
undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. 
Berdasarkan Bunyi pasal di atas dijelaskan bahwa sebelum menetapkan secara 
sah surat wasiat (testament) yang dibuat secara tertulis, maka semua harta 
peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah milik ahli warisnya. 
Menurut ketentuan hukum perdata setelah meninggalnya pewaris, wasiat 
dapat berisi tentang pengangkatan ahli waris atau juga dikenal dengan istilah 
erfstelling  yang artinya kepada siapa orang yang diberikan wasiat, serta  harta yang 
ditinggalkan kepada seseorang atau lebih diberikan secara keseluruhan atau hanya 
sebagian harta. Kedua dalam wasiat juga dikenal dengan istilah testamentaire 
erfenaam yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris berdasarkan 
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wasiat sama dengan ahli waris berdasarkan undang-undang yang memperoleh segala 
hak dan kewajiban setelah meninggalnya pewaris.
10
 
Undang-undang yang berlaku secara positif telah mengatur tentang 
pembagaian harta warisan baik secara hukum Islam maupun hukum Nasioanal 
(perdata) Misalnya umat islam dapat melakukan pembagian harta warisan 
menggunakan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam.   
Hubungan antara hukum waris Islam dengaan hukum waris nasional juga 
berkaitan dengan tata cara pembagian harta warisan dan siapa saja yang menjadi ahli 
waris berikutnya menurut haknya masing-masing.  
Muhammad Jawad Mughniya mengatakan berbagai macam hak yang terkait 
dengan harta peninggalan pewaris, antara lain berkaitan dengan surat wasiat yang 
dikeluarkan dari sepertiga harta waris atau yang dikeluarkan dari harta pokok yang 
juga terdiri dari berbagai macam jenis. Kalau harta peninggalan tersebut mencukupi, 
hal-hal tersebut harus ditunaikan selengkapnya, sedangkan sisanya termasuk 
kelebihan dari yang diwasiatkan menurut kesepakatan para ulama mazhab dibagikan 
kepada ahli waris. Akan tetapi, bila peninggalan tersebut tidak mencukupi maka mana 
yang lebih penting harus didahulukan. Demikian seterusnya sesuai urutan 
kepentingan.
11
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Dalam gambaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam 
ataupun hukum perdata ada suatu persamaan dan juga perbedaan. Maka dalam 
penulisan  skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah 
tentang warisan dan terutama wasiat dalam pembagian harta warisan agar tidak 
terjadi sengketa atau perselisihan yang mengakibatkan kerusakan olehnya. Dengan itu 
penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih judul : “KEDUDUKAN 
SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM 
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan 
Menurut Hukum Islam? 
2. Bagaimana Keduudkan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan 
Menurut Hukum Nasional? 
3. Bagaimana Pelaksanaan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta Warisan? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah 
teknis yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan 
beberapa pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting antara lain: 
1. Definisi Operasional 
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a. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat, letak atau tempat suatu benda, 
keadaan yang sebenarnya tentang perkara dan status (keadaan atau tingkatan 
orang, badan, atau Negara).
12
 
Dengan demikian, berbicara tentang kedudukan surat wasiat juga akan 
berbicara tentang bagaimana letak atau tempat suatu benda tersebut,  surat 
wasiat dapat dikategorikan dalam sebuah benda yang berupa akta tertulis. 
Artinya suatu benda akan diletakkan berdasarkan tempat  masing-masing 
seperti halnya dengan kedudukan surat wasiat dalam hukum islam dan hukum 
nasional yang telah memiliki ketentuan masing-masing, pertama telah diatur 
dalam hukum Islam, kedua diatur dalam Undang-undang KUHPerdata atau 
hukum Positif. 
b. Surat wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan kehendak  oleh 
seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia 
meninggal kelak,  baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki 
oleh penerima wasiat dan berlaku setelah wafatnya yang berwasiat.
13
 
Dengan demikian, surat wasiat yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat 
dikatakan berlaku jika si pewaris telah meninggal dunia dan harta yang 
ditinggalkan tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa benda, 
piutang, dan manfaat yang akan ditangguhkan atau dimiliki oleh si penerima 
wasiat. 
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c.  Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih 
pada para ahli warisnya.
14
 
Dengan demikian, semua ahli waris berhak memiliki semua barang yang 
ditinggalkan oleh si pewaris, baik berupa hak-hak kebendaan yang nyata 
seperti berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang   maupun sejumlah utang-
utang si pewaris yang akan beralih kepada ahli waris. 
d. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan 
Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku 
mengikat bagi semua pemeluk Islam.
15
 
Dengan demikian, semua umat Islam telah berpegang teguh pada suatu 
keyakinan yang mengikat bahwa segala tingkah laku manusia telah ditetapkan  
dan diatur dalam Hukum Islam yang telah diciptakan oleh Allah Swt. dan 
Sunnah Rasul. Jadi, hukum islam mengatur perbuatan orang-orang mukallaf 
baik itu perintah ataupun diperintahkan. 
e.  Hukum Nasional adalah peraturan hukum yang berlaku disuatu Negara yang 
terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat 
pada suatu Negara.
16
 
Dengan demikian, aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat 
dalam suatu Negara yang telah ditetapkan dalam KUHPerdata atau hukum 
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Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris (Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 16 
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16Mohammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: PT 
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positif di Indonesia, artinya seseorang dapat dikenakan sanksi ketika 
melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku. 
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan 
yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batas masalah . 
Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu kedudukan surat 
wasiat dalam pembagian harta warisan dalam persfektif hukum Islam dan hukum 
Nasioanal. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai: 
a. Peneliti menfokuskan penelitian pada bagaimana kedudukan surat wasiat itu 
dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum 
Nasioanal. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian, 
sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan 
untuk menaganalisis data yang dipeoleh. 
b. Persamaan dan perbedaan surat wasiat dalam pembagian harta warisan 
menurut hukum Islam dan hukum Nasional. 
D. Kajian Pustaka 
Pembahasan ini membahas tentang “Kedudukan Surat Wasiat dalam Persfektif 
Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Setelah menelusuri berbagai referensi yang 
berkaitan tentang pembahasan ini, penulis menemukan beberapa buku, yaitu: 
1. Di dalam buku Beni Ahmad Saebani yang berjudul  “Fiqh Mawaris” 
menjelaskan tentang bagaimana hubungan waris Islam dengan hukum 
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waris nasional dalam tata cara pembagian harta warisan dan juga 
dijelaskan bab tersendiri tentang kaitan wasiat dengan sistem waris islam. 
2. Di dalam buku Abdillah Mustari “Hukum Waris Perbandingan Hukum 
Islam dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgelijik Wetboek)” 
menyajikan tentang perbandingan pembagian harta warisan menurut 
KUHPerdata dan Hukum Islam serta dijelaskan bagaimana konsep dasar 
wasiat (Testament), Macam-macam wasiat, Bentuk wasiat, syarat 
membuat wasiat, dan pencabutan dan gugurnya wasiat (terstament) 
berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata.  
3. Di dalam buku Mardani “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” 
menerangkan tentang bagaimana wasiat dan hubungannya dengan hukum 
kewarisan serta menyajikan bagimana wasiat menurut kompilasi hukum 
Islam. 
E. Metodologi Peneletian 
Medotologi penelitian adalah sekumpulan peraturan tentang cara atau metode 
kegiatan dengan menggunakan prosedur disiplin ilmu dalam melakukan penyaluran 
hasrat ingin tahu  dalam taraf keilmuan untuk meningkatkan  sejumlah pengetahuan 
serta usaha yang sistematis dalam menyelediki masalah yang memerelukan jawaban. 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Library 
Research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, 
buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan 
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yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan 
tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian warisan dalam persfektif 
hukum Islam dan hukum nasional. 
2. Pendekatan penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teologi normatif  (hukum islam) dan yuridis normatif  (hukum positif), 
pendekatan teologi normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam 
suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan dibahas sesuai dalam 
norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum 
Islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis normatif 
dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.  
3.  Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber 
data sekunder. 
a. Data primer adalah data yang langsung memberikan data-data pada 
peneliti. Dengan demikian data yang dijadikan sebagai sumber data 
primer dalam peneliti ini misalnya dalam buku-buku fiqih mawaris, 
dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. 
b. Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian 
yang dibahas selain dari sumber data primer yang telah disebutkan, 
baik berupa jurnal, artikel-artikel baik dalam media yang berhubungn 
tentang wasiat, surat wasiat, dan pembagian harta warisan dalam 
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Persfektif hukum Islam dan hukum Nasioanal. Misalnya Hukum Waris 
Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Hukum Perdata 
Barat (Burgelijk Wetboek), dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kedudukan surat wasiat dalam hukum Islam 
b.  mengetahui kedudukan surat wasiat dalam hukum nasional 
c.  mengetahui persamaan dan perbedaan surat wasiat menurut  hukum Islam 
dan hukum nasional. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara ilmiah, mampu menambah wawasan keilmuan dan keagamaan 
dalam masalah yang berhubungan dengan kedudukan surat wasiat 
menurut hukum Islam dan hukum Nasional.  
b. Secara praktis, mampu meningkatkan kontribusi pemikiran sebagai bahan 
pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya dalam 
perbandingan mazhab dan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT  WASIAT 
A. Surat Wasiat Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Surat Wasiat 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah “pesan terakhir yang 
disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta 
kekayaan dan sebagainya. Dari segi bahasa, wasiat berasal dari perkataan washsha 
(َّصً( yang berarti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan, atau memberikan 
harta setelah seseorang wafat. Dari segi isitlah wasiat adalah pemberian atau 
sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, 
baik wasiat itu diucapkan maupun tidak. 
17
 
Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang 
lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta 
meninggal dunia.
18
 
Menurut Mazhab Syafi’i, Wasiat adalah pemberian suatu hak yang dapat 
dilaksanakan setelah terjadinya kematian pewasiat, baik dengan menggunakan lafaz 
maupun tidak. Adapun para fuqaha mendefinisikan wasiat sebagai suatu pemberian 
                                                           
17 Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam (Cet. 1 Jakarta: 
Kencana, 2016), h.174. 
 
18Zainiuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 
140. 
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oleh seseorang kepada pihak lain, baik berupa benda, utang, maupun manfaat untuk 
dimiliki oleh penerima wasiat setelah kematian
19
. 
Jadi yang dimaksud dengan Surat Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh 
seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia 
meninggal kelak.
20
 
2. Dasar Hukum Surat Wasiat 
Sebagai kelengkapan dari hukum waris Islam, maka wasiat mempunyai dasar 
hukum dari Al-Qur’an, Hadis Nabi SAW, dan Ijma. Adapun ayat yang menunjukkan 
disyariatkannya wasiat adalah seperti berikut: 
a. Al-Qur’an, yaitu terdapat dalam beberapa surat berikut: QS Al-Maidah 
5:106 
                                 
                             
                                          
           
Terjemahan: 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang (di antara) kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) 
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang 
berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu 
                                                           
19Achmad Yani,  Faraidh Mawaris Bunga Rampai Hukum Islam  (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 
2016), h. 175.  
20Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 132.  
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di timpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah shalat, 
agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi 
Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun 
dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; 
sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”21 
b. Sementara itu, hadis Nabi SAW yang mensyariatkan wasiat diantaranya 
adalah: 
 هالل َِّنإ ه  هعَّق ّه هَ  هه ْمُكْي ُثْي هح اهى ٌْ ُع هضهف ْمُكِه هم ْهأ ِف ْمُكِنا ٌه ْمهأ ُِثُهِثب  هاًر( ُْمتْبهبْحهأ ُثْي هح ًْ هأ ُْمَْءِس
)ٍراخبنا 
Artinya: 
“Sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk 
menambah amal kamu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemauanmu 
atau menurut kesukaanmu”. 
 
c. Ijma, umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini banyak 
yang menjalankan wasiat. Perbuatan demikian tidak pernah diingkari oleh 
seorangpun. Tidak adanya keingkaran umat Islam dalam hal ini 
menunjukkan adanya Ijma.
22
 
3. Rukun dan Syarat wasiat 
Ada 4 macam rukun wasiat yaitu: 
1. Harus ada orang yang berwasiat (mushi), harus memenuhi persyaratan, 
yaitu; 
a. Baligh (dewasa) 
b. Berakal sehat (aqil) 
                                                           
21Kementrian Agama RI;  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Ponegoro: Al-Hikma, 2013), h. 
125. 
22 Achmad Yani,  Faraidh Mawaris Bunga Rampai Hukum Islam  (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 
2016), h. 177. 
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c. Bebas menyatakan kehendaknya 
d. Merupakan tindakan tabarru’ (derma sukarela atau amal) 
e. Tidak seseorang yang di bawah pengampunan (curatele), dan 
f. Beragama Islam 
2. Harus ada seseorang atau badan hukum memenuhi wasiat (musha-lahu). 
Dan orang yang menerima wasiat (musha-lahu) ia harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. Harus diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang 
menerima wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu 
atau mesjid-mesjid. 
b. Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau 
ada suara juridis misalnya anak yang masih dalam kandungan. 
c. Bukan tujuan kemaksiatan. 
3.  Sesuatu yang diwasiatkan (musha-bihi) 
a. Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun 
benda tak bergerak, atau dapat menjadi obyek perjanjian, 
b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan, 
c. Hak miliki itu betul-betul kepunyaan si pewasiat (mushi). 
4. Lafadz atau ucapan wasiat (sighat).23 
Syarat Wasiat: 
                                                           
23 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Cet. Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 136. 
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Untuk sahnya sesuatu wasiat dapat dipergunakan segala perbuatan yang 
memberi pengertian secara lisan, dapat pula berbentuk tulisan dapat 
dimengerti bagi orang yang tidak berbicara atau menulis. Sighat wasiat pada 
prinsipnya tidak perlu.
24
 
4. Batalnya Wasiat 
Wasiat dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Mushi (pewasiat) menarik wasiatnya 
b. Mushi kehilangan kecakapan untuk bertindak 
c. Mushi meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya 
untuk pembayaran utang-utangnya. 
d. Musha-lahu (penerima wasiat) meninggal dunia terlebih dahulu dari mushi 
(pemberi wasiat) 
e. Musha-lahu membunuh mushi 
f. Musha-lahu (penerima wasiat) menolak wasiat 
g. Musha-bihi (sesuatu yang diwasiatkan) itu keluar dari milik mushi (si 
pewasiat) sebelum mushi meninggal dunia.
25
  
B. Surat Wasiat Menurut Hukum Nasional 
1. Pengertian Surat Wasiat 
                                                           
24 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), h. 137. 
25 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) h. 138. 
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Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari 
pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal 
dunia (Pasal 171 huruf f). ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam Pasal 194 
sampai dengan Pasal 209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang 
wasiat.
26
 
Wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa 
yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu pernyataan 
kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (cenzijdig) dan setiap waktu 
dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara 
tegas atau secara diam-diam. Perlu ditambahkan bahwa kalau menurut system 
KUHPerdata, surat wasiat haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (dalam bentuk akta) 
menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang disebut dengan 
“surat wasiat”.27  
Istilah wasiat dalam KUHPerdata ialah testament yang merupakan sebuah 
akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia 
meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdata). Walaupun 
undang-undang memberikan peluang pada pewaris untuk memberikan pernyataan 
tertentuk tentang penerima dan bagian dari harta warisannya setelah meninggal, 
                                                           
26 M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Vol. 4 no. 3 (2016), h. 19. 
 
27 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Cet. 3 Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 154. 
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pewaris tetap dibatasi haknya diletakkan dalam wasiatnya itu, diperbolehkan atau 
dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan testament terletak dalam 
pasal-pasal tertentu legitim porsi (legitime porsi), yaitu bagian warisan yang sudah 
ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan 
oleh yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdata).
28
 
2. Dasar Hukum Surat Wasiat 
                 Adapun dasar hukum wasiat dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 874 
sampai dengan Pasal 1004 KUHPerdata yang isinya sebagai berikut: 
a) Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur dalam Pasal 874 sampai 
dengan pasal 894).  
b) Bagian II Tentang Kecakapan untuk Membuat Surat Wasiat atau untuk 
Memperoleh Keuntungan dan Surat itu (Pasal 895 sampai dengan 
Pasal 912). 
c) Bagian III Tentang Legitieme Portie atau bagian Menurut Undang-
undang dan Pemotongan Hibah-hibah yang Mengurangi Legitieme 
Portie (Pasal 913 sampai dengan Pasal 929). 
d) Bagian IV Tentang Bentuk Surat Wasiat (Pasal 930 sampai dengan 
Pasal 953). 
e) Bagian V Tentang wasiat Pengangkatan Ahli Waris (Pasal 954 sampai 
dengan Pasal 956). 
f) Bagian VI Tentang Hibah Wasiat (Pasal 957 sampai dengan Pasal 972) 
                                                           
28Istiqamah, Hukum Waris dan Benda (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 127. 
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g) Bagian VII Tentang Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat untuk 
Kepentingan Cucu-cucu dan Keturunan Saudara laki-laki dan 
Perempuan (Pasal 973 sampai dengan Pasal 988) 
h) Bagian VIII Tentang Penunjukan Ahli Waris dengan Wasiat dari Apa 
yang Oleh Ahli Waris atau Penerima Hibah Wasiat Tidak 
Dipindahtangankan atau Dihabiskan Sebagai Harta Peninggalan (Pasal 
989 sampai dengan Pasal 991). 
i) Bagian IX Tentang Pencabutan dan Gugurnya Wasiat (Pasal 992 
sampai dengan Pasal 1004).
29
  
3. Macam-macam Surat wasiat (testament) 
1. Bentuk surat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam 
Pasal 195 yaitu dapat dilakukan dengan cara: 
a. Lisan, bahwa suatu wasiat ataupun akta ataupun di bawah tangan 
harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. 
b. Tertulis, bahwa suatu wasiat dilakukan secara tertulis dapat berupa 
akta di bawah tangan dan akta otentik. Apabila wasiat ditujukan 
kepada ahli waris  maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris 
lainnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Persetujuan lisan 
                                                           
29 Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 
KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 283. 
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ataupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan 
dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
30
 
2. Bentuk- bentuk testament menurut KUHPerdata dilihat dari segi isi 
dibedakan atas 2 macam yaitu: 
a) Wasiat pengangkatan waris (erfstelling) Pasal 954 
KUHPerdata, penunjukan seseorang sebagai ahli waris oleh 
pewaris. Orang yang ditunjuk dalam wasiat erfstelling 
dinamakan testamentaire erfenaam, yaitu ahli waris menurut 
wasiat seperti halnya ahli waris menurut undang-undang ia 
memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal. 
b) Hibah wasiat atau legaat (Pasal 957 KUHPerdata), yang 
dimaksud dengan hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus 
pewaris untuk memberikan kepada satu atau beberapa orang 
barang-barang dan macam tertentu kepada orang yang 
ditunjuknya. Orang yang menerima suatu legaat dinamakan 
legetaris ia bukan ahli waris. Karena itu ia tidak menggantikan 
si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
(terutama membayar hutang-hutang) ia hanya berhak untuk 
                                                           
30
M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Vol. 4 no. 3 (2016), h. 29. 
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menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang 
diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris.
31
 
3. Dilihat dari segi bentuk dibedakan atas 3 macam yaitu: 
a. Wasiat olographis (olographis terstament) 
Wasiat olographis adalah wasiat yang ditulis tangan sendiri dan 
ditandatangani oleh pewaris, kemudian diserahkan kepada notaris 
untuk disimpan. Penyerahan akta ini harus pula dihadiri oleh dua 
orang saksi. Penyerahan pada notaris ini dapat dilakukan secara 
terbuka atau tertutup (pasal 932 KUHPerdata). Menurut pasal 933 
ayat 1 KUHPerdata, wasiat olographis yang berada dalan 
penyimanan notaris sama kuatnya dengan surat wasiat umum dan 
penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu di 
mana di adakan penyimpanan pada notaris.  
b. Wasiat umum (openbaar testament) 
Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat dihadapan notaris. 
Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang 
saksi (Pasal 934 KUHPerdata). Dengan kata-kata yang jelas, 
notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si 
pewaris, sebagaimana di dalam pokoknya ketentuan itu (Pasal 939 
ayat 1 KUHPerdata). Bentuk ini paling banyak dipaki dan juga 
                                                           
31 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda, (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 128. 
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memang yang paling baik, krena notaris dapat mengawasi dan 
memberikan petunjuk mengenai isi surat wasiat tersebut. 
c. Wasiat rahasia (testament tertutup) 
Wasiat rahasia atau tertutup adalah wasiat yang ditulis tangan 
sendiri atau ditulis oleh tangan orang lain dan ditandatangani oleh 
pewaris. Kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan 
tertutup/rahasia untuk disimpan. Penyerahan kepada notaris harus 
dihadiri oleh empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdata).
32
 
4. Syarat Membuat Wasiat (testament) 
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak 
melakukan wasiat adalah orang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat, dan tidak dalam tekanan paksaan, harta benda yang diwasiatkan pun 
harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal 
dunia disebutkan dalam pasal 195 KHI bahwa suatu wasiat dapat dilakukan secara 
lisan atau  tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris. Harta yang 
boleh diwasiatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali ahli 
waris menyetujuinya. 
Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat menurut KUHPerdata adalah 
sebagai berikut: 
                                                           
32
P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Cet. 3, Kencana: Jakarta, 2017) h. 233. 
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a. Menurut Pasal 895 KUHPerdata pembuat testament harus mempunyai 
budi akalnya, artinya tidak boleh membuat testament ialah orang sakit 
ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat 
berfikir secara teratur. 
b. Menurut Pasal 897 KUHPerdata orang yang belum dewasa dan yang 
belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.
33
 
5. Pencabutan dan Gugurnya waiat (testament) 
a. Pencabutan testament 
Meskipun dalam suatu testament terdapat ketentuan untuk mencabut 
testament terdahulu, hal itu tidak menjamin kepastian untuk bisa 
dilaksanakan. Sedangkan testament yang menjamin kepastian untuk 
bisa dilaksanakan adalah testament yang dikeluarkan paling akhir 
dihitung dari kematian pewaris. 
Dalam pasal 995 KUHPerdata dijelaskan bahwa setiap pencabutan 
testament terdahulu oleh testament kemudian adalah sah walaupun 
penerima testaiment terakhir ternyata orang paling akhir tidak cakap 
hukum. 
b. Gugurnya testament 
                                                           
33
M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Vol. 4 no. 3 (2016), h. 25-26. 
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Testament akan menjadi gugur apabila bertentangan dengan syarat-
syarat yang ditetapkan di dalamnya (pasal 997-1001 dan 1004 
KUHPerdata, antara lain: 
1) Barang yang diwasiatkan musnah pada waktu pewaris masih 
hidup atau terjadi setelah meninggalnya, pewaris tetapi tidak 
diakibatkannya oleh perbuatan atau kesalahan ahli waris. 
2) Legaat yang berisi bunga, piutang atau tuntutan hutang menjadi 
gugur apabila apa yang menjadi isi legaat tersebut telah 
dibayarkan kembali kepada pewaris atau penghibah. 
3) Ahli waris penerima hibah ternyata menolak hibah atau mereka 
tidak cakap untuk menerima legaat.
34
 
C. Perbedaan Surat Wasiat Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional 
1. Menurut Pasal 875 KUHPerdata Surat Wasiat (testament), ialah Suatu 
akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya 
akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut 
kembali. Sedangkan Menurut Hukum Islam Wasiat ialah: Pemberian hak 
kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah si mati atau 
meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda 
atau manfaat.  
2. Dalam hukum Islam yang berhak menerima wasiat adalah orang yang 
bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada 
                                                           
34 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda  (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 123. 
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Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Umamah al-
Bahili ra. Yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda tidak ada wasiat 
bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah 
ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan 
ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak 
yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila 
diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli 
waris yang bersangkutan.wasiat tidak boleh diberikan  Sedangkan dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa yang berhak 
mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima 
wasiat) dan ahli waris.
35
 
3. Wasiat dalam hukum Islam mempunyai rukun dan syarat yang melekat 
pada rukun tersebut, yakni adanya musyi, maslahu, mushabihi serta sighat. 
Wasiat dibatasi 1/3 harta dan bisa batal. Sedangkan menurut Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata syaratnya adalah Pewasiat, penerima 
wasiat, benda yang diwasiatkan, serta redaksi wasiat. Bentuk surat wasiat 
Openbaar testament, Ologhrafis testament, dan wasiat tertutup, Isi surat 
wasiat berupa erfstelling dan legaat.  
                                                           
35 M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Vol. 4 no. 3 (2016), h. 69.  
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4. Bentuk wasiat dalam hukum Islam dilakukan secara lisan dan tertulis, 
sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berupa akta 
dihadapan notaris.
36
 
5. Hukum Islam mensyaratkan bahwa benda yang dapat diwasiatkan adalah 
harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat 
dipindahkatangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang 
menerima wasiat, dalam Kmpilasi Hukum Islam benda yang dapat 
diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak wasiat 
juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Sedangkan dalam 
Kitab Undang-undang KUHPerdata benda yang dapat diwasiatkan 
meliputi seluruh aktiva dan passiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat 
tidak hanya menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan 
kepadanya, namun juga bisa penerima wasiat harus menanggung 
kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya.
37
 
 
 
 
 
                                                           
36 M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Vol. 4 no. 3 (2016), h. vi. 
37 M. Ikhsan, Studi Komparatif Wasiat Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, h. 59. 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN 
A. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian  Harta Warisan 
Harta Warisan ialah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal 
dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagi 
kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.
38
 
Para ulama fiqih Imam hanafi juga berpendapat bahwa harta warisan adalah 
sisa harta setelah diambil biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Jadi tirkah 
disini adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat 
dan yang harus diberikan kepada para ahli waris.
39
 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan harta warisan atau harta 
peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa: 
a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya piutang yang hendak ditagih (activa). 
b. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat 
meninggal dunia atau passive. 
                                                           
38 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 26. 
39Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam (Cet. 1 Jakarta: 
Kencana, 2016), h. 22. 
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c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-
masing suami-istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat berupa: 
a) Harta bawaan suami istri atau istri atau suami saja yang 
diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha 
sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka 
masing-masing 
b) Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan 
menjadi suami-istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka 
bersama-sama sebagai suami-isti), misalnya karena menerima 
hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing 
dan lain-lain sebgainya. 
c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka 
berdua suami-istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-
undang menjadi harta bersama. 
d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri 
misalnya harta pusaka dari klan atau suku (tribe) atau kerabat mereka yang 
dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali 
kepada asalnya klan atau suku tersebut. 
Harta warisan atau harta peninggalan tersebut ialah harta yang merupakan 
harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi secara individual kepada ahli waris ialah 
harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami-
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istri, harta bawaan dari klan atau suku atau harta tribe, dikurangi lagi dengan utang-
utang si mati dan wasiat.
40
 
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam 
 QS. An-Nisa (4): 11 
                                         
                                          
                                        
                                      
          
Terjemahan:  
 Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua 
orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya 
lebih dari dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 
setengah (harta yangditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-
masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal 
mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 
diwarisi kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 
(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 
yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih 
banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha 
mengetahui , maha bijaksana.
41
 
QS. An-Nisa (4): 12  
                                                           
40Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), h. 102-103. 
41Kementrian Agama RI;  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Ponegoro: Al-Hikma, 2013), h. 78. 
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                                      
                                     
                                      
                                
                                      
                 
Terjemahan: 
Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu 
mempunyai anak, jika mereka (istrimu-istirmu) itu mempunyai anak, maka 
kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) 
wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri 
memperoleh seperempat harta yang kamu yang ditinggalkan jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah 
dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu), atau seorang saudara perempuan 
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-
sama dalam bagian yang yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang 
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan 
(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, 
Maha Penyantun. 
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a. Sunnah Nabi 
Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan 
adalah: 
 ٍرهك هذ ٍمُج هر َهن ًْ  هلَهف هيِقهب ا همهف ا هيِهْى ه أِب هضِئ ا هرهفنا اٌُقِحْنا همَّهس ً ويه  ُلله ا َّهص ُّيِبَّننا هل اهق 
Artinya: 
                                                           
42Kementrian Agama RI;  Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 79. 
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 Nabi Saw. Bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang   
yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat 
kekerabatannya).” (HR al-Bukhari dan Muslim).43 
 
b. Al-Ijma, yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum 
warisan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah, sebagai ketentuan 
hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam 
masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka 
tidak ada alas an untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan ijma adalah 
kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara’ 
meneganai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. 
c. Al-Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat 
dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang 
muncul, termsauk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang 
dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (tathbiq al-ahkam), 
bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, 
bagaimana apabila dalam pembagian harta warisan terjadi kekurangan harta, 
maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal 
masalahnya. Cara ini disebut dengan masala aul. Atau sebaliknya jika terjadi 
kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, 
yang disebut dengan cara raad.
44
 
3. Tata cara pembagian harta warisan 
                                                           
43Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (Cet. 5 Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 26. 
44Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, h. 28. 
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a. Hal pertama yang harus diperhatikan sebelum membagi warisan adalah 
objek harta yang akan dibagikan. Dalam hal ini, harta yang akan dibagikan 
harus dipastikan dahulu apakah sudah bersih dari hak orang atau pihak 
lain, yaitu bahwa harta peninggalan si mayit baru menjadi hak para ahli 
waris setelah diselesaikan tiga hak atas harta itu sebagai berikut secara 
berturut turut.
45
 
1. Pengurusan jenazah si mayit sejak meninggalnya sampai dikuburkan 
(tajhiz). Biaya jenazah yang dikasudkan disini meliputi seluruh biaya 
yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya 
memandikan, mengafani, mengantar (mengusung) jenazah dan 
menguburkannnya. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar dan tidak 
boleh terlalu kurang tetapi dilaksanakan secara wajar.
46
 
2. Pelunasan utang si mayit. 
Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu 
tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah 
diterima orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggal dunia 
ternyata meninggalkan utang pada orang lai yang belum dibayar, maka 
sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan 
                                                           
45Achmad Yani, Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam (Cet. 1 Jakarta: 
Kencana, 2016), h. 85. 
46Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (Cet. 5 Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 46. 
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diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum itu harta dibagikan 
kepada ahli waris.
47
 
3. Penunaian (pelaksanaan) wasiat si mayit. 
Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya 
kepada orang lani, yang berlakunya apabila berwasiat itu meninggal 
dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yang bersifat suka rela 
tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia 
dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya 
kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib 
dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli 
waris.
48
 
Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam, maka terdapat beberapa 
hal yang harus terlebih dahulu divertifikasi, yaitu: 
1. Melakukan identifikasi orang-orang yang termasuk ahli waris 
2. Menyeleksi ahli waris yang terhalang dan tidak terhalang, baik itu 
halangan karena mamnu’ maupun karena majhub. 
3. Melakukan klasifikasi ahli waris yang tergolong sebagai ahli waris 
ashab al-furud dan menentukan ahli waris yang paling patut menjadi 
ashabah. Untuk memudahkan pembacaan terhadap klasifikasi dapat 
dilakukan dengan menggunakan diagram hubungan kekerabatan. 
                                                           
47Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, h. 47. 
48 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Cet. 5 Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 51. 
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4. Menetukan asal masalah atau disebut masalah pokok.49 
Membagi harta warisan menurut hukum Islam sebenarnya tidak terlalu rumit 
asalkan mengikuti kaidah standar yang akan berlaku. Dalam membagi warisan, 
metode perhitungan yang umum digunakan oleh para pakar ilmu faraidh adalah 
metode asal masalah. 
Metode asal masalah  adalah cara menyelesaikan peembagian harta warisan 
dengan meencari dan menetapkan  asal masalah dari  faraidh masing-masing ahli 
waris. Metode ini merupakan metode standar yang bisa digunakan  oleh ahli faraidh 
dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan hingga saat ini. Adapun 
prosedur atau langkah perhitungan dengan metode asal masalh adalah sebagai 
berikut: 
a. Menentukan bagian para ahli waris, baik yang menerima faraidh tertentu 
maupun yang menerima sisa (ushubah). 
b. Menentukan asal masalah, asal masalah tidak lain adalah kelipatan 
persekutuan terkecil (KPK) dari angka penyebut faradh para ahli waris. 
c. Menetukan saham yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris 
dengan meninggalkan faradh mereka masing-masing dengan asal masalah. 
d. Mencari nilai satuan, yaitu dengan membagi harta peningalan dengan asal 
masalah sehingga diketahui penerimaan masing-masing ahli waris. Dalam 
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hal ini, jumlah harta yang diterima masing-masing ahli waris adalah sama 
denga jumlah saham dikalikan dengan nilai satu saham.
50
 
B. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Nasional 
1. Pengertian Harta Warisan  
Harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat sesuai 
petunjuk dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
51
 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal-pasal 
tertentu yang memberikan pengertian apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum 
waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan dalam Pasal 830 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung 
karena kematian”. Dengan demikian berdasar Pasal 830 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati 
(pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta 
kekayaan (warisan) maka  tidak aka nada peristiwa hukum pewaris. 
Karena tidak adanya pengertian waris dalam undang-undang hukum perdata, 
maka ada beberapa pendapat dari pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris 
perdata yaitu: 
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Wirjono Prodjodikoro pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal 
apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang 
kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain 
yang masih hidup. 
Sedangkan kata waris di dalam istilah hukum yang baku digunakan kata 
kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibumbuhi awalan ke dan akhiran 
an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris, sebagai subyek dan dapat 
berarti pula proses peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan 
dinyatakan berhak menurut hukum yang dinyakini dan diakui berlaku mengikat untuk 
semua orang yang beragama Islam.
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Jadi yang dimaksud dengan harta warisan  (halatenschap), yaitu wujud 
kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu, menimbulkan 
persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, 
dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekerabatan di mana si peninggal warisan dan ahli 
waris sama-sama berada.
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2. Dasar Hukum Kewarisan Perdata 
Kitab undang-undang hukum perdata (Burgelijk Wetboek), terutama Pasal 
528, tentang hak mewarisi diindentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan 
ketentuan dari Pasal 528 KUHPerdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu 
                                                           
52Ulul Arham, Studi Komparatif Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum 
Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Skripsi (Jawa Timur, 2012), h. 27.  
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cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke 
II KUHPerdata tentang benda. Penempatan Hukum Kewarisan dalam buku ke II 
KUHPerdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena mereka 
berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum 
benda saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum 
Perorangan dan Kekeluargaaan. 
Menurut Staatsblad 1925 Nomor 415 jo 477 yang telah diubah ditambah dan 
sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum 
kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang 
Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan 
Staatsblad 1917 Nomor 192 jo Staatsblad 1924 Nomor 577 hukum kewarisan dalam 
KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dalam 
berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum 
Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum 
kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdata.
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3. Tata cara pembagian harta warisan menurut hukum perdata 
1. Golongan I dengan syarat-syarat: 
a. Anak dan istri I yaitu mendapat bagian yang sama kepala demi kepala 
b. Istri II mendapat bagian dengan syarat: 
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a) Tidak boleh mendapat lebih besar dari bagian terkecil seorang 
anak 
b) Tidak boleh mendapat lebih ¼ bagian dari jumlah warisan 
2. Golongan II dengan syarat-syarat 
a. Jika bapak atau ibu saja, maka ia mendapat semuanya 
b. Jika bapak bersama ibu, maka masing-masing mendapat 1/2nya 
c. Jika bapak dan ibu bersama 1 saudara, maka masing-masing dapat 
1/3nya 
d. Jika bapak dan ibu bersama 2 atau lebih saudara, maka bapak dan ibu 
masing-masing mendapat 1/4nya 
e. Jika bapak saja atau ibu saja bersama 2 saudara, maka masing-masing 
mendapat 1/3nya 
f. Jika bapak saja atau ibu saja bersama 3 saudara maka masing-masing 
1/4nya 
3. Golongan III dengan syarat-syarat: Dalam pembagian warisan golongan 
III terjadi kloving (pemecahan) menjadi 2 dan setiap garis mawaris secara 
berdiri sendiri. 
4. Golongan IV dengan syarat-syarat: Dalam pembagian warisan golongan 
IV terjadi kloving (pemecahan)  menjadi 2 dan setiap garis mewaris 
secara berdiri sendiri. 
5. Golongan anak luar kawin dengan syarat-syarat: 
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a. Anak luar kawin bila mewaris bersama golongan I ia mendapat 1/3 
dari semestinya dia peroleh seandainya anak sah. 
b. Anak luar kawin mewaris bersama golongan II dan III ia mendapat ½ 
dari harta 
c. Anak luar kawin mewaris bersama golongan IV ia mendapat ¾ dari 
harta.
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C. Perbedaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum 
Perdata 
a. Dalam hukum perdata tidak mengenal perbedaan jumlah bagian antara 
jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan demikian anak laki-laki 
dan perempuan memperoleh bagian warisan yang sama dari pewaris. 
Sedangkan dalam pewarisan Hukum Islam mengenal perbedaan bagian 
antara anak laki-laki dan perempuan.
56
  
b. Dalam KUHPerdata Harta warisan yang akan diwarisi  oleh para ali waris 
tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau 
keuntungan, melainkan juga termasuk utang-utang si pewaris yang 
merupakan passiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga 
kewajiban membayar utang otomatis juga beralih kepada ahli waris. 
Sedangkan dalam Hukum Islam harta warisan yang dapat dibagi kepada 
ahli warisnya yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang 
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meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan berupa 
sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi/dikeluarkan 
dengan utang-utang dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan 
oleh wafatnya si peninggal warisan.
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c. Dalam Hukum Waris Barat yang terdapat dalam dalam KUHPerdata 
membolehkan penunjukan ahli waris berdasarkan wasiat sedangkan 
hukum Islam sama sekali tidak memperbolehkan penunjukan ahli waris 
dengan wasiat, sebagaimana tertera dalam Q.S. An-Nisaa ayat 12 ayat 
tersebut menunjukan sebelum terjadi pembagian warisan kepada ahli 
waris , harta tersebut harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan semua 
wasiat atau utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris bila ada. 
Sedangkan ahli waris dalam Islam sudah ada dengan sendirinya dan tidak 
dapat ditambah-tambah atau dikurangi. Seseorang bisa saja memperoleh 
bagian dari harta waris melalui wasiat, tetapi orang yang menerima waris 
melalui wasiat ini tidak termasuk ahli waris.
58
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BAB IV 
EKSISTENSI SURAT WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN 
DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL 
A. Kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan  
Wasiat artinya ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang 
akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Demikianlah arti 
wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan. Dalam 
pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
terlaksananya wasiat itu dengan baik.  
Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, 
maka wasiat berarti pula nasiha-nasihat atau kata-kata yang baik disampaikan 
seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat 
itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada di dalam dunia yang 
fana ini.
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Seperti telah disebutkan di atas bahwa masalah wasiat tidak terpisah dengan 
kewarisan, sehingga salah seorang ahli hukum yang bernama M. Sautayra telah 
membentang dengan jelas tentang tujuan melakukan wasiat sebagai berikut: 
“Dalam pandangan orang Islam wasiat adalah suatu lembaga suci, karena 
perbuatan itu diatur oleh Al-Qur’an.  
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Ia memberikan kesempatan kepada pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki 
pelaksanaan hukum warisan dalam rangka batas-batas yang tertentu, dan untuk 
membukakan kemungkinan bagi anggota-anggota keluarga yang dikecualikan dari 
hak waris, bagi mendapatkan dari harta warisan itu, dan untuk menyatakan 
penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah pernah 
berjasa kepadanya, atau telah menyatakn kesetiannya kepada pewaris pada waktu-
waktu terakhir dari hayatnya.
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Sering terjadi bahwa seseorang yang akan meninggal dunia memanggil ahli 
warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat, agar sepeninggalnya nanti 
harta warisannya dibagi dengan cara tertentu. Misalnya kepada istri supaya diberikan 
bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan 
bagian sawah, kepada anak perempuan diberikan bagian perhiasan dan seterusnya. 
Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan 
untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris nanti. 
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Jadi, Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-
ulang disebutkan dalam Al-Qur’an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat 
alqur’an sebelum turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan 
bersangkutan itu sendiri. 
Tuntutan-tuntutan dalam Al-Qur’an mengenai wasiat antara lain termuat dalam: 
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1. Q.S. Al-Baqarah ayat 180 
                                     
                  
Terjemahan:  
Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik-baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.
62
 
 
2. Q.S. Al-Baqarah ayat 240 
                                    
                             
Terjemahan:  
Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, 
hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun 
tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka 
tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri 
mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana.
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Ayat tersebut menunjukan bahwa wasiat boleh dilakukan. Rasulullah dalam 
sebuah hadis qudsi menceritakan firman Allah, bahwa ada dua hal yang diberikan 
kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Pertama, 
Allah menentukan sebagian dari harta seseorang khusus untuk seseorang ketika ia 
akan wafat (dengan jalan wasiat) untuk membersihkan dirinya (dari dosa), dan kedua, 
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doa seorang hamba buat seseorang yang telah wafat (HR. Abdullah bin Humaid 
dalam al-Musnadnya).
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Hadis di atas mengatakan bahwa wasiat berfungsi sebagai amal kebajikan yang 
bisa membersihkan diri dari beban dosa. Hal ini di antara yang mendorong mengapa 
seseorang menwasiatkan sebagian hartanya, di samping bertujuan membantu saudara-
saudara yang sedang membutuhkan, atau kepentingan umum yang diridhai Allah. 
Dengan demikian wasiat, di samping berfungsi membersihkan dari karat-karat 
dosa, juga berfungsi sosial, merupakan sumber dana untuk membantu yang sedang 
membutuhkan. Dengan fungsi gandanya itu  kedudukan wasiat  begitu penting dalam 
Islam, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan bahwa tidaklah benar 
atau tidaklah hati-hati bagi seorang muslim yang hendak menwasiatkan sesuatu yang 
dibiarkan begitu saja, kecuali jika wasiat itu tertulis di dekatnya (Terjemah bebas 
hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut memberi petunjuk, agar bilamana 
seseorang telah memutuskan untuk berwasiat, janganlah lalai menuliskannya, karena 
tidak tahu kapan ia menemui ajalnya. Kelalaian menuliskan atau memberitahukan 
keputusan wasiatnya, akan berakibat luputnya waktu baginya untuk sesuatu yang 
amat berharga.
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Olehnya itu, bagi pihak yang mendengarnya atau menerima wasiat, sikap 
jujurnya sangat menentukan. Karena jika tidak, berarti menjadi penghalang bagi 
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tercapainya maksud baik dari yang berwasiat. Murkah Allah atas orang yang tidak 
jujur atau yang berani mengubah isi wasiat yang diketahui atau didengarnya. Dalam 
hal ini Allah berfirman QS. Al-Baqarah Ayat 181: 
                                                                                                                                                          
                                    
Terjemahan: 
Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka 
sesungguhnya dosanya adalah atas orang-orang yang mengubahnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Demi kepentingan yang berwasiat, penerima wasiat, dan ahli waris maka wasiat 
mempunyai rukun dan syarat secara ketat. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai 
ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada saling sengketa di kemudian hari. Namun, 
apa yang dikhawatirkan itu tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal itu disebabkan, 
adakalanya yang berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dan ada kalanya 
yang menerima wasiat berani mengubah isi wasiat atau membuat wasiat palsu sama 
sekali, disamping tidak jarang pula pihak ahli waris yang tidak mau tahu dengan 
adanya wasiat orang tuanya.
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Pada dasarnya untuk membagi harta warisan adalah wewenang ahli waris yang 
ditinggalkan, di saat harta benda itu menjadi hak milik mereka. Namun dalam kondisi 
tertentu, orang tua dengan niat baiknya, dibenarkan memilah-milah hartanya untuk 
masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraid, dan menwasiatkan 
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agar ketentuan itu ditaati oleh anak-anaknya setelah ia wafat. Wasiat seperti itulah 
yang dimaksud dengan wasiat pembagian harta warisan. 
Wasiat dalam pembagian harta warisan dapat diakui dan wajib ditaati oleh ahli 
waris, bilamana harta dibagi secara jujur, sesuai dengan hukum faraid, bukan sengaja 
merugikan satu pihak di antara ahli waris. Dengan demikian masing-masing ahli 
waris menerima haknya sebagaimana mestinya. Serta wasiat juga dibatasi dalam 
system hukum kewarisn Islam, misalnya ada ketentuan hak legitieme portie, yang 
dalam hal ini, menurut hukum Islam bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari 
seluruh nilai harta warisan. 
Pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta warisan juga diatur dalam 
sistem KUHPerdata. Surat wasiat tidak hanya berguna ketika si pembuat meninggal 
dunia tetapi juga berguna sebagai suatu kepastian bagi seluruh anggota keluarga. 
Menurut KUHPerdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu sebagai 
ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat 
(testament). Cara yang pertama disebut ahli waris abinstestato, sedangkan cara yang 
kedua disebut ahli waris secara testaimentair.
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Dapat dipahami secara singkat bahwa testament adalah suatu pernyataan dari 
seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, 
dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pasal 875 
KUHPerdata  menyatakan suatu testament atau surat wasiat adalah suatu akta yang 
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memuat pernyataan seseorang  tentang apa dikehendaki agar terjadi setelah ia  
meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. 
Berdasarkan Pasal 875 KUHperdata tersebut dalam suatu testament terdapat 
beberapa unsur  yang harus diperhatikan antara lain: 
Pertama, testament merupakan suatu akta. Hal ini berarti suatu testament 
haruslah berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik maupun akta di 
bawah tangan dan isinya berupa pernyataan atau kehendak dari pewasiat.
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Kedua, suatu testament berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti tindakan 
hukum sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan dari 
seseorang yang sudah dianggap sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang 
dikehendaki. Testament meninggalkan suatu perikatan, namun bukan suatu perjanjian 
yang mensyaratkan adanya kesepakatan di antara orang mengingatkan diri pada 
perjanjian tersebut. Karena tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang 
diberi wasiatpun suatu testament sudah dianggap sah.
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Ketiga, unsur selanjutnya adalah apa yang dikehendaki akan terjadi setelah 
meninggal dunia. Berarti bahwa suatu testament baru berlaku setelah pemberi wasiat 
telah meninggal dunia. Oleh sebab itu testament disebut juga dengan kehendak 
terakhir. 
Keempat, wasiat atau testament dapat dicabut kembali, ketentuan digunakan 
untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat 
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wasiat atau cakap dengan bentuk lain. Pencabutan ini meberikan suatu pengertian 
bahwa tidak semua yang diingankan oleh seseorang sebagaimana yang diletakkan 
dalam wasiatnya, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. 
Ditinjau secara formil atau bentuknya, suatu testament merupakan akta yang 
harus memenuhi syarat undang-undang perdata Pasal 930 KUHPerdata. Sedangkan 
bila dilihat dari materil testament merupakan pernyataan kehendak yang mempunyai 
akibat atau berlakunya sesudah si pembuat testament meninggal dunia.  
Seperti yang kita ketahui bersama dasar hukum surat wasiat terdapat dalam 
KUHPerdata tepatnya Pasal 874 yang isinya dan intinya mengatur tentang segala 
harta peninggalan seseorang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris. 
Sehingga secara formalitas dapat dipahami jika surat wasiat harus dibuat tertulis 
dihadapan notaris atau dititipkan atau disimpan oleh notaris.
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dalam sistem perdata wasiat diakui sah 
dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimuat dalam bentuk akta. Surat 
wasiat atau testament pada KUHPerdata tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi 
bisa mendapatkan hukum yang sah apabila memenuhi unsur yaitu: satu notaris dan 
dua saksi sebagaimana telah dijelaskan pada KUHPerdata. 
Dalam pasal yang lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap 
ketentuan tentang pengangkatan waris melalui wasiat dalam hal ini diatur dalam Pasal 
954 yang Berbunyi: “wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si 
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yang menwasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang 
akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruh maupun sebagian 
seperti setengahnya, sepertiganya”. Dengan demikan wasiat dalam ketentuan 
KUHPerdata dapat berisi pengangkatan ahli waris yang dikenal dengan istilah 
erfstelling di samping berisi pemberian kepada orang lain yang disebut legaat. 
Dalam KHI penentuan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 seperti yang ada 
dalam Pasal 201 KHI yang Berbunyi:” Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta 
warisan sedangkan ada ahli waris yang tidak  menyetujuinya, maka wasiat hanya 
dilaksanakan sampai sepertiga harta warisannya”. Berbeda dengan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang di dalamnya memuat bagian-bagian si penerima wasiat 
yang tidak hanya sepertiga saja. Sedangkan menurut Pasal 195 (1) KHI  yang 
berbunyi: “ wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan 
notrais”.  Dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KHI wasiat dapat 
dilakukan secara lisan atau akta di bawah tangan atau tidak tertulis, tetapi harus 
dilakukan dihadapan dua orang saksi. Berbeda dengan KUHPerdata bahwa wasiat 
akan berlaku jika mempunyai sebuah bukti yaitu yang berbentuk sebuah akta 
tertulis.
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Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak 
dapat menwasiatkan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam legitieme 
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portie, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-
undang.  
Batasan wasiat dalam suatu testament terletak dalam Pasal 931 KUHPerdata 
yaitu tentang legitieme portie yang menyatakan bahwa legitieme portie atau bagian 
mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli 
waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana si yang 
meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian 
antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku 
wasiat. 
Legitieme portie adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak 
dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak 
diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan bisa maupun dengan surat 
wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris. Yang 
berhak atas bagian mutlak adalah para ahli waris lurus ke bawah (anak dan 
keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) 
dari pewris. Dengan demikian, istri/suami yang masih hidup dan keluarga dalam 
keturunan menyamping (pama/ bibi) dan keturunannya yang tidak memiliki hak atas 
bagian mutlak tersebut.
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Berdasarkan penjelasan di atas soal pembagian harta warisan juga tidak menutup 
kemungkinan juga bila si pembuat surat wasiat ingin membagi hartanya ke pihak lain, 
seperti yayasan, sarana pendidikan, mesjid dan lain-lain. Oleh karena itu surat wasiat 
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menjadi hal yang penting untuk memberikan kejelasan soal pengelolaan harta ketika 
sudah meninggal dunia. Meskipun urusan pembagian warisan tetap bisa diselesaikan 
dengan hukum waris yang berlaku. Surat wasiat tetaplah penting untuk mengatur 
masalah pembagian dan pengelolaan harta warisan. Dengan adanya surat wasiat akan 
berfungsi untuk menghindari saling sengketa di antara para ahli waris serta 
pembagian harta warisan akan lebih adil sesuai kuasa dari pemberi wasiat. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta 
warisan baik dalam persfektif hukum Islam maupun hukum Nasional  mempunyai 
peran penting dalam mengatur dan mengelola harta serta menghindari terjadinya 
saling sengketa antara ahli waris. Dalam hal ini adanya perbedaan  mengenai wasiat 
dalam persfektif hukum Islam dan hukum Nasional diuraikan sebagai berikut: 
PERBANDINGAN SURAT WASIAT DALAM HUKUM ISLAM DAN 
HUKUM NASIONAl 
SURAT WASIAT DALAM HUKUM 
ISLAM 
SURAT WASIAT DALAM HUKUM 
NASIONAL 
Orang yang berhak menerima wasiat 
adalah bukan golongan ahli waris. 
Dalam KHI dijelaskan bahwa yang 
pihak yang menerima wasiat adalah 
bukan golongan ahli waris. 
Sedangkan dalam KUHPerdata bahwa 
yang berhak menerima wasiat adalah 
orang luar dan ahli waris. 
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Rukun dan Syaratnya: Musyhi, 
Maslahu, Musabihi. 
Dalam KUHPerdata syaratnya adalah 
Pewasiat, penerima wasiat, benda 
yang diwasiatkan, serta redaksi 
wasiat. 
Bentuk wasiat dalam hukum Islam 
dilakukan secara lisan dan tertulis. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
berupa akta dihadapan notaris 
Dalam hukum Islam tidak mengenal 
namanya pengangkatan ahli waris. 
Dalam KUHPerdata dikenal dengan 
adanya pengangkatan ahli waris atau 
Erfstelling. 
Dalam Islam kadar wasiat tidak boleh 
melebihi 1/3. 
KUHPerdata yang dicari adalah 
bagian minimal dari harta warsisan 
yang diterima.  
 
 
B. Pelaksanaan Surat wasiat dalam Pembagian Harta Warisan 
Dalam pelaksanaannya, wasiat dapat dilakukan dengan 3 cara sesuai dengan 
kondisi dari pewasiat: 
1. Wasiat dalam bentuk ucapan 
Para fuqaha sepakat mengatakan wasiat dalam bentuk ucapan dibolehkan, 
baik secara terang maupun tidak terang, tetapi dipahami bahwa dari kata-
katanya itu terdapat wasiat. Penerimaan (qabul) dapat dilakukan setelah 
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kematian pewasiat menurut jumhur ulama, sedangkan para ulama Hanafi 
berpendapat bahwa wasiat dapat diterima semasa pewasiat masih hidup. 
2. Wasiat dalam bentuk tulisan 
Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa wasiat dalam bentuk tulisan 
dibolehkan jika pewasiat tidak dapat berbicara karena bisu. Demikian pula 
dibolehkan bagi orang yang mampu berbicara, jika sekiranya tulisan pewasiat 
itu dipastikan dengan pengakuan ahli waris atau dibuktikan dengan 
penyaksian bahwa itu adalah tulisan pewasiat. 
3. Wasiat dalam bentuk isyarat 
Wasiat dalam bentuk ini hanya boleh kepada orang yang bisu dan pewasiat 
meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Jika sekiranya pewasiat yang bisu 
itu mampu menulis, maka wasiat tidak boleh dengan isyarat kecuali tulisan. 
Terlepas dari cara pelaksanaan wasiat dalam bentuk ucapan, tulisan, ataupun 
isyarat, maka dalam pelaksanaan wasiat, perlu diperhatikan kepada siapa 
wasiat itu diberikan, berapa besar harta yang diwasiatkan, dan apakah wasiat 
diizinkan oleh semua ahli waris. Hubungan ketiga hal ini dapat dilihat pada 
tabel 12.1 di halaman berikut ini: 
TABEL 121. CARA PELAKSANAAN WASIAT 
 
    Penerima wasiat 
Pelaksanaan Wasiat 
Wasiat tidak boleh 
melebihi 1/3 total harta 
Wasiat melebihi 1/3 
total harta 
56 
 
Ahliwaris yang tidak 
mendapat bagian 
warisan atau bukan 
ahli waris 
Wasiat wajib 
dilaksanakan tanpa 
perlu izin dari semua 
ahli waris 
Wasiat wajib 
dilaksanakan sampai 
batas 1/3 total harta. 
Kelebihannya boleh 
dilaksanakan jika ada 
izin dari semua ahli 
waris. 
Ahli waris yang 
mendapat bagian 
warisan 
Wasiat boleh dilaksanakan jika ada izin dari 
semua ahli waris.
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Sesuai dengan kaidah yang telah dibahas sebelumnya, harta peninggalan pewaris 
yang akan dibagikan kepada para ahli waris harus sudah bersih dari biaya pengurusan 
jenazah, utang dan wasiat. Ini berarti bahwa harta peninggalan (tirkah) harus dipotong 
dahulu (dikurangi) dengan biaya pengurusan jenazah, dan kemudian utang (jika ada), 
berapapun jumlah atau nilai utang itu. Selanjutnya harta itu dikurangi lagi dengan 
wasiat (jika ada). 
Dalam hal wasiat, maka jumlah atau nilai wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 
bagian dari seluruh harta yang akan dibagikan. Dengan kata lain, wasiat hanya dapat 
dilaksanakan sampai batas 1/3 bagian dari harta peninggalan (setelah dipotong utang 
jika ada). Sisa harta yang tinggal 2/3 bagian inilah yang akan dibagikan kepada para 
ahli waris. Adapun jika lebih besar daripada 1/3 bagian harta, maka wasiat itu hanya 
dibolehkan jika semua ahli waris menyetujuinya.
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Menyangkut pelaksanaan wasiat ni maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1. Ijab Kabul 
2. Ijab Kabul harus tegas dan pasti 
3. Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang meneuhi persyaratan untuk itu, 
dan 
4. Ijab dan Kabul tidak mengandung ta’liq. 
Dalam pandangan Ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum 
sepihak (merupakan penyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa 
dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. 
Bahkan dalam prakteknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang 
tidak dikehendaki di kemudian hari maka untuk menjalankan ketentuan hukum yang 
terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Sering pernyataan wasiat itu dilakukan 
dalam bentuk akta otentik, yaitu dibuat secara notarial, apakah dibuat oleh atau 
dihadapan notaris atau disimpan dalam protocol notaris. 
Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat 
dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan 
didasarkan kepada kesukarelaannya. 
b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat. 
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c. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si 
pewasiat meninggal dunia. 
Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta 
warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari 
si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan 
kepada para ahli waris.
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Pelaksanaan surat wasiat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah 
sebagai berikut: 
1. Surat Wasiat Rahasia, bahwa yang orang yang akan meninggalkan warisan, 
menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulisnya kalau ia tidak bisa 
menulis, tetapi testament itu harus ditandatangainya sendiri. Testament 
tersebut dapat dimasukkan dalam sampul tertutup, kemudia diserahkan kepada 
notaris atau diserahkan kepada notaris dalam keadaan tidak tertutup dan 
notarislah yang menutup dan menyegel dengan 4 orang saksi. 
Kalau sampulnya diserahkan dalam keadaan tertutup, maka orang yang 
membuat testament itu harus membuat surat keterangan di muka notaris dan 
saksi-saksi itu bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah testamentnnya 
dan bahwa ia sendiri yang menulis atau menyuruh orang lain menulisnya dan 
telah menandatanganinya. Notaris kemudian membuat akta superskripsi yaitu 
membenarkan keterangan itu. Akta ini ditandatangani oleh notaris tersebut, 
                                                           
76Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) 
(Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 45. 
59 
 
orang yang membuat testament dan saksi-saksi. Suatu testament tidak boleh 
dibuat oleh dua orang. Dalam pembuatan testament, saksi sudah harus 
dewasa, jadi harus berumur 21 tahun ke atas atau sudah kawin dan harus 
penduduk Indonesia. 
2. Surat Wasiat Umum, dibuat oleh orang yang akan meninggalkan warisan, 
dating sendiri ke kantor notaris dan menyatakan kehendaknya kepada notaris, 
kemudia notaris tersebut menyusunnya dalam bentuk sebuah akta, dengan 
dihadiri oleh 2 orang saksi. Akta notaris ini ditandatangani oleh notaris, orang 
yang akan meninggalkan warisan dan saksi-saksi. 
3. Surat Wasiat yang ditulis sendiri, surat wasiat atau testament ini seluruhnya 
harus ditulis dan ditandatangani oleh orang yang akan meninggalkan warisan, 
selanjutnya diserahkan kepada notaris untuk disimpan oleh orang yang akan 
meninggalkan warisan itu dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Penyerahan 
testament kepada notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. 
Kekuatan testament ini sama dengan kekuatan testament umum yang dibuat 
di hadapan notaris dan dianggap dibuatnya pada tanggal penerimaan akta 
tersebut oleh notaris (tanpa memperhatikan tanggal yang telah ditulis dalam 
testament oleh orang yang telah menuliskan testament tersebut). 
Apabila testament diserahkan kepada notaris dalam sampul tertutup, maka 
notaris tidak berhak membukanya melainkan setelah orang yang membuat 
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testament itu meninggal dunia, menyerahkannya kepada Balai Peninggalan 
untuk dibuka. 
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Pelaksanaan wasiat menurut KUHPerdata kita dapat melihat mengenai 
pengangkatan pelaksana wasiat yang telah ada dalam Pasal 1006 KUHPerdata, tugas 
dan wewenang pelaksana wasiat yang diatur dalam Pasal 1007, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1014, 1015, 1018 dan 1021 KUHPerdata. 
Dalam Pasal 1007 Berbunyi:” Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat 
memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian 
tertentu daripadanya. Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang 
tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan 
berlangsung lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat 
menguasai barang-barang itu”. 
Pasal 1009 Berbunyi: “Pelaksana surat wasiat harus mengusahakan penyegelan 
harta peninggalannya, bila ada ahli waris yang masih di bawah umur atau ditaruh di 
bawah pemngampuan. Yang pada waktu pewaris meninggal tidak mempunyai wali 
atau pengampu, atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, baik sendiri maupun dengan 
perantaraan.
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Pasal 1010 Berbunyi: “Pelaksana wajib mengusahakan pembuatan perincian 
harta peninggalan itu dihadapan para ahli waris yang ada di \indonesia atau setelah 
memanggil mereka dengan sah.” 
 Pasal 1011 Berbunyi: “Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir 
pewaris dilaksanakn, dan dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke 
pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiatnya:. 
Pasal 1012 Berbunyi: “Bila uang tunai yang diperlukan untuk membayar hibah-
hibah wasiat tidak tersedia, maka pelaksana mempunyai wewenang untuk 
mengusahakan penjualan di muka umum dan menurut kebiasaan setempat. Atas 
barang-barang bergerak dari harta peninggalan itu, dan bila perlu, juga satu atau 
beberapa dari harta tetap, tetapi yang tersebut terakhir haruslah dengan persetujuan 
para ahli waris, atau bila mereka tidak ada dengan izin Hakim, kecuali bila para ahli 
waris berkenaan untuk membayar lebih dahulu uang yang diperlukan. 
Penjualan itu dapat juga dilaksanakan di bawah tangan, bila semua ahli waris 
menyetujuinya, tanpa mengurangi ketentuan mengenai anak-anak di bawah umur dan 
orang-orang yang berada dalam pengampuan.” 
Pasal 1014 Berbunyi: “Mereka tidak berwenang untuk menjual barang-barang 
harta peninggalan dengan maksud untuk melakukan pembagian; pada akhir 
pengelolaan, mereka wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada 
orang-orang yang berkepentingan, dengan menyerahkan semua barang dan efek yang 
termasuk harta peninggalan, beserta penutup perhitungannya, agar dapat diadakan 
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pembagian antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian, mereka harus 
membantu para ahli waris, bila para ahli waris ini menghendakinya”.79 
Pasal 1015 Berbunyi: “Kekuasaan pelaksana suatu wasiat tidak beralih kepada 
ahli warisnya.” 
Pasal 1018 Berbunyi; “Tiap-tiap ketentuan pewaris yang berisi bahwa pelaksana 
surat wasiat untuk penyegelan, perincian harta, perhitungan dan pertanggungjawaban 
dan urusan lai yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dibebankan pada harata 
peninggalan itu”. 
Pasal 1021 Berbunyi: “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima tugas 
pelaksana suatu warisan atau tugas pengelola warisan atau hibah wasiat, tetapi orang 
yang telah menerima hal itu wajib menyelesaikannya. Bila pewaris tidak memberikan 
upah kepada pelaksana untuk melakukan pekerjaannya, atau tidak memberikan hibah 
wasiat untuk itu kepadanya, maka pelaksana itu atau para pelaksana bila diangkat 
lebih dari satu pelaksana untuk diri sendiri atau mereka bersama-sama berhak 
memperhitungkan upah, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 411 untuk para wali”.80 
 
 
 
 
                                                           
79 Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 
KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 285. 
 
80 Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 
KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 286. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari keseluruhan uraian mengenai “Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian 
Harta Warisan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Sebagaimana 
telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan skripsi ini, maka pada 
Bab V bagian penutup diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun. 
Adapun hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab 
sebelumnya maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan surat wasiat baik itu dalam hukum 
Islam maupun hukum Nasional wajib dilaksanakan dalam pembagian harta 
warisan. Dimana wasiat atau surat wasiat berfungsi untuk membersihkan dari 
karat-karat dosa, juga berfungsi sosial, serta merupakan sumber dana untuk 
membantu yang sedang membutuhkan. Olehnya surat wasiat sangat berperan 
penting dalam mengelola harta dan menghindarkan terjadinya saling sengketa 
di antara para ahli waris. 
2. Di dalam hukum Islam dan hukum Nasional di Indonesia ada suatu 
persamaan dan ada juga perbedaannya. Perbedaan wasiat menurut KHI dan 
KUHPerdata tidak mengenal konsep penunjukan atau pengakatan ahli waris 
yang ada hanya pemberian seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila 
yang memberikan meninggal dunia. Sedangkan dalam KUHPerdata dikenal 
dengan adanya pengangkatan ahli waris (erfstelling) dan legaat. Mengenai 
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kadar wasiat, kalau dalam KHI maksimal sepertiga tidak boleh lebih 
sedangkan dalam KUHPerdata yang dicari adalah bagian minimal dari harta 
warsisan yang diterima.  
3. Di dalam ketentuan hukum Islam surat wasiat dapat dilaksanakan dengan tiga 
cara yaitu, dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk 
isyarat dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sedangkan  
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata surat wasiat dapat 
dikatakan otentik ketika dalam bentuk akta atau tulisan. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarat tentang pentingnya surat wasiat dalam pembagian harta 
warisan agar segala harta kekayaan si peninggal dikelola dan dibagi dengan adil serta 
menghindarkan terjadinya saling sengketa antara ahli waris. Dengan ketentuan rukun 
dan syarat yang ketat surat wasiat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum Islam 
dalam Al-Qur’an dan Hadist serta dalam Kitab Undang-undan Hukum Perdata. 
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